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ABSTRACT 

 

 This research is entitled "Accountability for Prosecutors Who Violate the 

Code of Ethics" which is based on the existence of absentee land ownership by the 

community. This research has the first objective, namely to determine the legal 

certainty of ownership of land objects obtained through the sale and purchase of 

absentees and the second objective is to determine the implementation of the law in 

completing the process of buying and selling former owners of agricultural land in 

an absentee manner. 
 The method used in this research is the normative method with a case 

approach, a method that conducts research on laws and regulations as well as 

literature related to the subject matter of this research. 

 Based on the results of this study, law enforcement against law enforcers 

needs to be improved and there needs to be heavier sanctions in order to minimize 

the existence of law enforcers who violate the law. Sanctions and punishments given 

to law enforcers who violate the law, especially the Pinangki Attorney, can be said 

to be severe because in addition to receiving sanctions from the organization, 

namely disrespectful dismissal, Attorney Pinangki also receives criminal sanctions. 

 

Keywords: Accountability, Attorney, Pinangki 
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ABSTRAK 

 

  Penelitian ini berjudul “PertanggungjawabanAtas Pelanggaran Kode Etik 

Jaksa Dalam Menjalankan Profesi” yang dilatar belakangi adanya kasus Djoko 

Chandra atas kasus Bank Bali. Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama 

yaituuntuk mengetahui penegakan kode etik terhadap Jaksa Pinangki dan tujuan 

yang kedua untuk mengetahui penyelesaian kasus pelanggaran kode etik Jaksa 

Pinangki. 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif dengan 

pendekatan kasus, metode yang melakukan penelitian terhadap peraturan 

perundang – undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan 

penelitian ini. 

  Berdasarkan hasil penelitian ini, penegakan hukum terhadap penegak 

hukum perlu ditingkatkan dan perlu adanya sanksi yang lebih berat agar 

meminimalisir adanya penegak hukum yang melanggar hukum. Sanksi dan 

hukuman yang diberikan kepada penegak hukum yang melanggar hukum 

khususnya Jaksa Pinangki, dapat dikatakan berat karena selain mendapatkan sanksi 

dari organisasi yaitu pemberhentian secara tidak hormat, Jaksa Pinangki juga 

mendapat sanksi pidana. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Jaksa, Pinangki 
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